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 ABSTRAK  
Tenaga kesehatan di Puskesmas merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan primer di Indonesia. 

Namun, dalam menjalankan tugasnya tenaga kesehatan sering kali menghadapi risiko hukum akibat 

kurangnya pemahaman tentang regulasi, serta minimnya pendampingan hukum yang diberikan. Tujuan 

penelitian mengetahui peran pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam menjamin perlindungan hokum 

terhadap tenaga kesehatan di Puskesmas Kabila. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif untuk 

menggambarkan suatu fenomena, gejala atau keadaan. Informan kunci kepala bagian hukum pemerintah 

daerah, informan biasa kepala tata usaha Puskesmas Kabila, dan informan pendukung dua orang tenaga 

kesehatan. Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kabila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 

perlindungan hukum tenaga kesehatan telah di atur melalui Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan 

kebijakan dari Dinas Kesehatan. Pendampingan hukum bagi tenaga kesehatan dilakukan melalui koordinasi 

dengan Dinas Kesehatan, tetapi akses bagi tenaga kesehatan non-ASN masih terbatas. Kesadaran hukum 

tenaga kesehatan masih perlu di tingkatkan melalui pelatihan yang lebih efektif.    
 

ABSTRACT  
Health workers at the Community Health Center are the spearhead of service primary health in Indonesia. 

However, in carrying out their duties health workers often face legal risks due to a lack of understanding of 

regulations, and the lack of legal assistance provided. The aim of the research is to find out the role of the 

Bone Bolango Regency government in ensuring legal protection towards health workers at the Kabila Health 

Center. This research is a type of qualitative research with a study approach case. The key informant is the 

head of the legal department, the ordinary informant is the head of administration at the Kabila Health 

Center, and the supporting informants are two staff health. This research was carried out at the Kabila Health 

Center. The research results show that legal protection for health workers it has been regulated through 

Regional Regulations, Regent Regulations, and Department policies Health. Legal assistance for health 

workers is carried out through coordination with the Health Department. Legal assistance for health workers 

is provided in coordination with the health services, but acces for non-ASN health workers is still limited. 

Legal awareness of health workers still needs to be increased through more effective training. 
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PENDAHULUAN 

Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat, terutama di wilayah kerja Puskesmas. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi mereka 

sangat penting agar dapat bekerja dengan tenang dan fokus dalam memberikan pelayanan kesehatan 

yang berkualitas (Kondoy, 2017). 

Adapun untuk memastikan perlindungan ihukum ibagi itenaga ikesehatan karena isangat 

ipenting iuntuk imemastikan ibahwa imereka idapat ibekerja idengan iaman idan itanpa itakut iakan 

itindakan ihukum iyang itidak iadil. i iMeskipun iterdapat ikebijakan idari ipemerintah ipusat iseperti 

iUndang-Undang iNo. i36 iTahun i2014 iTentang iTenaga iKesehatan, itetapi ikebijakan idi itingkat 

idaerah iseperti iperaturan ibupati iserta ikebijakan ipengawasan idan idisiplin itenaga ikesehatan 

iimplementasinya isering ikali iterhambat ikarena iketerbatasan ianggaran iatau iketerbatasan 

isumberdaya imanusia.  

iTenaga ikesehatan imendapatkan iperlindungan ihukum idalam ibentuk ipengawasan idan 

ipembinaan, namun iperlindungan ihukum iyang idi iberikan imasih ilemah ikarena isebagian ihak 

ikesehatan ibelum iterpenuhi (Isdiyana, 2021). Di sisi lain implementasinya imasih imembutuhkan 

iperhatian ilebih iagar ibenar-benar imemberikan iperlindungan iyang iefektif. iPengawasan ijuga iperlu 

idilakukan isecara irutin iuntuk imemastikan itenaga ikesehatan ibekerja isesuai istandar iprofesi idan 

ietika iyang iberlaku (Observasi penelitian, 2024). 

Jumlah tenaga kesehatan di Indonesia masih tergolong kurang merata terutama dokter pada 

tahun 2023 terdapat 1,49 juta tenaga kesehatan sedangkan standar WHO untuk ketersediaan dokter 10 

per 10.000 penduduk tetapi di Indonesia ketersediaan dokter masih 2 per 10.000. 

Data iDinas iKesehatan iKabupaten iBone iBolango iterdapat i20 ikecamatan iyang imemiliki 

isarana ikesehatan iyang iberupa iPuskesmas. iNamun idari ibeberapa iPuskesmas iyang iada idi iBone 

iBolango imasih isering iterjadi ikekurangan isumberdaya imanusia idan ijuga ikebijakan iyang 

iditerapkan ioleh ipemerintah ibelum isepenuhnya iefektif idalam imemberikan ijaminan ihukum iyang 

ikuat. iBeberapa idaerah itelah imencoba imenerapkan iregulasi idan iprogram ipelatihan iuntuk 

imeningkatkan iperlindungan, inamun ihasilnya imasih ibervariasi. Terdapat ikasus idalam ipelayanan 

ikesehatan idi iPuskesmas iKabila, iyang idi imana ipernah iterjadi ipasien iyang idatang iberobat itetapi 

imerasakan ipelayanan iyang ilambat isehingga iterjadi ikeluhan idari ipasien itersebut idan iberujung 

ipada ituntutan ihukum iberupa iancaman. iHal iini ikarena idi ipengaruhi ioleh iketerbatasan 

isumberdaya imanusia idi iPuskesmas iKabila. 

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah menetapkan iaturan-aturan iyang ibertujuan iuntuk 

imelindungi itenaga ikesehatan. iPeraturan iini imencakup iundang-undang, iperaturan ipemerintah, 

idan iperaturan idaerah iyang idisusun iuntuk imenjamin ikeamanan idan ikenyamanan itenaga 

ikesehatan idalam ibekerja. Melalui peraturan ini dapat menambah pengetahuan yang dilihat dari 

dampak penetapan regulasi, peran pemerintah dalam melindungi tenaga kesehatan, serta tingkat 

kesadaran hukum tenaga kesehatan. 

Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan penelitian dan untuk mengetahui 

peran pemerintah dalam menjamin perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan di Puskesmas 

Kabila.  

METODE  

Penelitian ini dilaksanakan di Puskesmas Kabila Kabupaten Bone Bolango dan dilakukan selama 

bulan November-Desember 2024. Desain penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan 

untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena, tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tetapi 
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hanya menggambarkan gejala atau keadaan (Mudjiyanto, 2018). 

 

Informan Penelitian 

Informan Kunci, iyaitu imereka iyang imengetahui idan imemiliki ilatar belakang iinformasi 

iyang iberbeda iyang idibutuhkan idalam ipenelitian. iDalam penelitin iini iyang imenjadi iinforman 

ikunci iberjumlah isatu inarasumber iyaitu kepala ibagian ihukum. 

Informan iBiasa, imerupakan iaktor ipada isebuah iperkara ipenelitian iyang akan idipelajari. 

iDalam ipenelitian iini iyang imenjadi iinforman ibiasa iberjumlah isatu narasumber iyaitu ikepala iTata 

iUsaha iPuskesmas iKabila. 

Informan iPendukung, iyaitu imereka iyang imemberikan iinformasi iyang itidak secara 

ilangsung idilihat ioleh ipeneliti idalam iinteraksi isosial. iDalam ipenelitian iini narasumber iyaitu ipara 

ipetugas ikesehatan idi iPuskesmas iKabila. iTerdapat idua narasumber iyang itediri idari ipetugas 

rekam medis, idan isatu iorang iperawat. 

 

Teknik Analisis Data 

Proses ianalisis idata idilakukan isecara iterus imenerus isesuai idengan iperkembangan ihasil 

ipeneitian iyang idilakukan idi ilapangan. iDimulai idengan imenelaah iseluruh idata iyang idiperoleh 

idari iwawancara, iyang isudah idituliskan idalam icatatan, idokumen isampai ikepada ipenarikan 

ikesimpulan. 

Pengumpulan data, merupakan tahap mengumpulkan data dengan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.  

Reduksi data, proses ipenyederhanaan idata ikasar iyang imuncul idari icatatan-catatan idi 

ilapangan iselama ipenelitian. 

Penyajian data, imempertajam idan imempermudah ipemahaman ipenelitian iterhadap 

iinformasi. 

Verifikasi/Penarikan Kesimpulan, idilakukan idengan icermat idengan  verifikasi iberupa 

itinjauan iulang ipada icatatan-catatan iselama ipenelitian. 

 

HASIL  

Karakteristik Responden 

Jumlah informan yaitu 4 orang terdiri dari 1 orang kepala bagian hukum, 1 orang kepala tata 

usaha Puskesmas Kabila, dan 2 orang tenaga kesehatan di Puskesmas Kabila. Wawancara terhadap 

informan dilaksanakan pada tanggal 25 November-29 November 2024. Karakteristik informan 

berdasarkan hasil penelitian dalam tabel 1.  

 

Tabel 1. Karakteristik Informan 

Tempat Nama Informan Umur Jabatan Keterangan 

Pemda Bone 

Bolango 

 

RA 

 

54th 

 

Kepala bagian 

hukum 

 

Informan Kunci 

 

 

 

Puskesmas Kabila 

 

AMK 

 

48th 

 

Kepala tata usaha  

 

Informan Biasa 

 

TT 

 

25th 

 

Perawat 

 

Informan 

Pendukung 

 

RD 

 

37th 

 

Kepala Rekam 

Medis 

 

Informan 

Pendukung 
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Penetapan Regulasi Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan 

Di Puskesmas Kabila berdasarkan hasil wawancara yang di dapatkan dari informan pendukung 

bahwa regulasi atau peraturan yang diterima oleh para tenaga kesehatan di Puskesmas Kabila sudah 

jelas yakni sebagai berikut:  

“Iya ada, malahan setiap ada info baru pasti ti kapus atau ti katu yang somo bakase info duluan 

di grup jadi peraturan-peraturan yang baru torang so lebe tau terlebih dahulu jadi kurang di 

permantap penjelasannya setiap apel nanti” (Informan Pendukung)  

Penetapan regulasi terhadap tenaga kesehatan memberikan dampak baik setelah dilakukan 

pengawasan kepada tenaga kesehatan khususnya di Puskesmas Kabila, sebagai iberikut:  

“Pertama mengawasi pelaksanaan regulasi ini dengan melakukan evaluasi dan monitoring 

kepada seluruh staf puskesmas sesuai dengan tugas yang dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai 

dengan peraturan-peraturan yang ada. Setelah itu kami memberikan informasi terkait isu-isu terbaru 

yang termuat dalam regulasi yang menyangkut kebijakan manajemen puskesmas kepada seluruh staf 

puskesmas..”(Informan Biasa) 

Penetapan regulasi terhadap perlindungan hukum tenaga kesehatan sesuai dengan Peraturan 

Bupati maupun Peraturan Daerah. Seperti halnya yang dikatakan oleh informan sebagai berikut : 

“Kalo dari kami bagian hukum kami berpegangan pada peraturan daerah, peraturan bupati. 

Dengan adanya peraturan-peraturan ini pemerintah daerah yaitu kami bagian hukum dapat 

melaksanakan monitoring atau koordinasi maupun pendampingan terhadap produk-produk ihukum 

(Perda, iPerbup, Peraturan UU, iSOP) untuk melihat peningkatan baik itu kesadaran hukum maupun 

perbaikan sistem pelaporan” (Informan Kunci) 

 

Peran Pendampingan Hukum Dalam Melindungi Tenaga Kesehatan 

 

 Pendampingan hukum yang diterima oleh tenaga kesehatan cukup efektif karena mendapatkan 

pengayoman langsung dari Dinas Kesehatan, yakni sebagai berikut : 

“Efektif karena torang tenaga kesehatan semua di koordinir dari dinkes,jadi kalo torang iada 

yang mengalami masalah hukum yang menindaki itu dari dinkes langsung” (Informan Pendukung) 

“Di puskesmas kabila bentuk layanan pendampingan hukumnya tidak secara langsung dari 

puskesmas tetapi berada pada naungan induknya yaitu di Dinas Kesehatan sesuai dengan nomenklatur 

yang ada dan juga bentuk pengayomannya bisa dari organisasi profesinya masing-masing sesuai SOP” 

(Informan Biasa) 

Hal ini diperkuat dengan pernyataan oleh informan kunci yaitu Kepala Bagian Hukum 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango bahwa pendampingan hukum yang diterima oleh tenaga 

kesehatan sudah jelas dan sudah efektif. Seperti halnya yang dikatakan oleh informan sebagai berikut : 

“Di pemda itu tersedia tim advokasi tetapi tim ini dibentuk untuk umum bukan hanya untuk 

tenaga kesehatan saja. Kalo untuk tenaga kesehatan setau saya itu dari dinkes pengayomannya terlebih 

dahulu kemudian jika permasalahannya sudah lebih besar baru itu pemerintah dalam hal ini kami 

bagian hukum berperan dalam memberikan pendampingan bantuan hukum khusunya kepada ASN” 

(Informan Kunci) 
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Kesadaran Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan 

Kesadaran hukum terhadap tenaga kesehatan masih terbatas, seperti pada kutipan sebagai 

berikut: 

“Tidak ada pelatihan cuman torang macam ada pertemuan rutin bagitu jadi biasanya ada mo ta 

bahas kamari itu tentang hukum, kadang olo tidak ada” (Informan Pendukung) 

 “Untuk program pelatihan kami puskesmas kabila hanya meng-agendakan setiap bulan 

pertemuan rutin. dan dari pertemuan rutin ini kami bisa mengevaluasi dan melakukan ipenilaian 

kinerja serta pelaksanaan program apakah berjalan sesuai aturan dan prosedur yang ada” (Informan 

Biasa) 

Dalam program peningkatan kesadaran hukum terhadap tenaga kesehatan dilakukan sosialisasi 

di masing masing desa dikarenakan pada tahun ini khusus pemda itu tidak melakukan kegiatan 

sosialisasi terkait kesadaran hukum tetapi telah diberikan tanggung jawab kepada masing-masing desa 

untuk mengadakan sendiri sosialisasinya. 

“Program yang dilakukan seperti sosialisasi-sosialisasi. Tetapi pada tahun ini dari pemda tidak 

ada tetapi sudah diberikan tanggungjawab kepada kepala-kepala desa untuk melaksanakannya dan 

pematerinya dari pihak-pihak terkait seperti kepolisian dan itu kami harap harus di hadiri oleh tenaga 

kesehatan” (Informan Kunci) 

 

PEMBAHASAN  

Penetapan Regulasi Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan 

Hasil penelitian menunjukan regulasi mengenai perlindungan hukum tenaga kesehatan telah 

diterapkan di Puskemas Kabila dan dipahami oleh tenaga kesehatan di Puskesmas Kabila. Sehingga 

dampak penetapan regulasi terhadap tenaga kesehatan menurut informan biasa memberikan dampak 

baik setelah dilakukan pengawasan kepada tenaga kesehatan. Namun, meskipun regulasi sudah 

diterapkan, tantangan tetap ada yang dimana bahwa masih terdapat tenaga kesehatan yang diketahui 

tidak mematuhi peraturan dengan baik, seperti sering terlambat atau bahkan absen tanpa ijelas.  

Melalui wawancara dengan informan kunci bahwa melalui penetapan regulasi, pemerintah 

daerah dalam hal ini bagian hukum berperan dalam melakukan monitoring, koordinasi, serta 

pendampingan terhadap implementasi produk-produk hukum baik itu Peraturan Daerah, Peraturan 

Bupati, dan Undang-Undang. Pemahaman terhadap regulasi perlu diperkuat melalui penjelasan lebih 

mendalam, terutama dalam kegiatan evaluasi agar tenaga kesehatan tidak hanya mengetahui regulasi 

tetapi juga dapat menerapkannya secara efektif dalam praktik. Peneliti menemukan bahwa sebagian 

besar tenaga kesehatan telah imematuhi regulasi dalam tugas mereka. Namun, terdapat beberapa 

kendala terkait konsistensi dalam penerapan, seperti ketersediaan sumberdaya untuk mendukung 

pelaksanaan regulasi.  

Dalam Fajar Sugianto idkk (2021), menyatakan bahwa penilaian efisiensi terhadap regulasi yang 

bertujuan untuk itidak ihanya imemberikan kejelasan tentang apa yang harus di atur, tetapi bagaimana 

ketepatan sasaran pengaturan tersebut tersedia dengan cara memaksimalkan tujuan kebijakan umum 

(public ipolicy). 

 

Peran Pendampingan Hukum Dalam Melindungi Tenaga Kesehatan 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran pendampingan hukum terhadap tenaga 

kesehatan sudah cukup efektif karena tenaga kesehatan di Puskesmas Kabila mendapatkan pengayoman 

langsung dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango sebagai induk koordinasi.  
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pemerintah daerah membentuk tim advokasi dalam memberikan pendampingan hukum berupa 

bantuan hukum mulai dari membantu dalam penyelidikan dengan institusi terkait seperti TNI/Polri 

hingga persidangan apabila mengalami masalah hukum. Tetapi lebih memprioritaskan tenaga kesehatan 

yang ASN karena mereka di anggap sebagai tanggung jawab langsung dari pemerintah. Non-ASN tetap 

imendapatkan bantuan hukum, namun tidak langsung ari pemerintah tetapi melalui lembaga eksternal 

seperti lembaga bantuan hukum lainnya.  

Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian Sri Mardikani Nugraha dkk (2020), bahwa 

distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata dapat mempengaruhi evektifitas pelayanan kesehatan dan 

meningkatkan ketimpangan ekonomi di daerah tersebut. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Irhamuddin (2023) bahwa meskipun ada iregulasi yang memebrikan perlindungan, implementasinya 

masih memerlukan perhatian lebih untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi tenaga ikesehatan.  

 

Kesadaran Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan peningkatan kesadaran hukum tenaga kesehatan masih 

terbatas. Program pelatihan khusus terkait kesadaran hukum belum tersedia di Puskesmas Kabila dan 

hanya diintegrasikan dalam pertemuan rutin setiap bulan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh informan 

biasa yang dimana bahwa program pelatihan kesadaran hukum hanya dilakukan dalam pertemuan rutin 

setiap bulan. Pertemuan bulanan yang dilakukan di Puskesmas Kabila sering kali hanya berisi evaluasi 

kinerja tanpa pembahasan mendalam terkait hukum dan regulasi.  

Tenaga kesehatan menyebutkan bahwa pembahasan terkait hukum dalam pertemuan tersebut 

tidak konsisten, sehingga pemahaman mereka tentang kewajiban dan hak hukum menjadi terbatas. 

Kemudian berdasarkan pernyataan informan kunci yaitu pemerintah daerah bagian hukum khusus tahun 

ini sosialisasi maupun pelatihan kesadaran hukum diberikan pertanggung jawaban langsung kepada 

pemerintah setiap desa. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa para tenaga kesehatan sangat 

berharap di adakan pelatihan khusus untuk meningkatkan kesadaran hukum yang relevan dengan 

kebutuhan profesional mereka.  

Hasil penelitian diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yul Ernis (2018) yang 

membuktikan bahwa pelaksanaan penyuluhan hukum langsung pada masyarakat selama ini isangat 

minim dilakukan oleh instansi yang terkait dan belum membawa pengaruh yang signifikan bagi 

peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya sarana dan 

prasarana yang belum memadai, dan anggaran yang tersedia sangat kecil sulit berkoordinasi serta 

terbatasnya kemampuan SDM merupakan hambatan dalam pelaksanaan penyuluhan. 

 

KESIMPULAN 

 Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi tenaga kesehatan dalam 

menjalankan tugas mereka. Namun pemahaman terkait implementasi regulasi memerlukan ipenguatan, 

karena masih rendahnya tingkat disiplin kerja tenaga kesehatan. Pendampingan hukum yang diberikan 

oleh Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango kepada para tenaga kesehatan di Puskesmas Kabila berupa 

pencegahan dan dukungan, rehabilitasi, bahkan sanksi untuk melindungi tenaga kesehatan dari risiko 

hukum. Namun, tenaga kesehatan yang non-ASN belum sepenuhnya merasakan akses merata terhadap 

perlindungan hukum dikarenakan yang diprioritaskan oleh pemerintah adalah ASN yang merupakan 

tanggung jawab pemerintah dalam melakukan tugas negara.Kesadaran hukum tenaga kesehatan masih 

terbatas karena pelatihan hanya dilakukan melalui pertemuan rutin yang dinilai kurang efektif. Hal ini 

disebabkan oleh minimnya pelatihan khusus dan sosialisasi yang berfokus pada aspek hukum. 

Pertemuan rutin bulanan yang dilakukan lebih banyak berisi evaluasi kinerja, sehingga tidak icukup 

efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum tenaga kesehatan. Sosialisasi yang melibatkan 

pemerintah desa kurang terkoordinasi dengan kebutuhan spesifik tenaga kesehatan. 
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